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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022 telah 

sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada kasus sengketa kepemilikan tanah 

melalui mediasi yang berhasil dan menemukan kesepakatan, maka pihak 

BPN selaku mediator dapat membuatkan akta perdamaian. Namun, jika 

tidak menemui kata sepakat maka mediasi dianggap gagal dan akan 

dilanjutkan melalui litigasi. 

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah 

melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Purbalingga pada tahun 2021-2022 terdapat dua faktor, yaitu karena faktor 

internal dan faktor eksternal 

a) Faktor internal berupa kurangnya sumber daya manusia dikarenakan 

pensiun atau mutasi pegawai tanpa diimbangi penambahan pegawai 

baru. Kurangnya sarana dan prasarana, pengarsipan warkah dokumen 

berupa data fisik dan data yuridis bidang tanah dirasa kurang lengkap. 
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b) Kendala dari faktor eksternal yaitu adanya pihak yang tidak kooperatif 

dalam proses penyelesaian sengketa sehingga menghambat jalannya 

mediasi. Selain itu adanya perbedaan kemampuan dan pendidikan 

diantara para pihak, dalam hal usia yang sudah tua sehingga tidak cukup 

dalam memberikan bukti dan penjelasan argumentasi untuk 

mempertahankan apa yang menjadi haknya. 

B. Saran 

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih 

meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini dapat 

dilakukan pelatihan bagi pejabat terkait yang secara langsung berkaitan 

dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Adapun sarana 

dan prasarana yang harus dibenahi, dalam hal ini menyimpan arsip/ warkah 

secara fisik maupun digital dengan rapi sehingga ketika dibutuhkan dapat 

dengan mudah ditemukan. 

2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga agar lebih 

gencar melakukan sosialisasi dalam menyelesaikan permasalahan 

pertanahan melalui mediasi, baik melalui sosial media, saat penyuluhan ke 

desa-desa, saat pengukuran bidang tanah, bahkan saat dalam tahap 

pembagian sertifikat massal sehingga informasi tersebut dapat disampaikan 

kepada masyarakat sekaligus dapat mengurangi penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi. 
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